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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
      Perkembangan zaman dalam kehidupan berbangsa berlangsung cepat dan 
makin pesat. Kemajuan meliputi berbagai aspek/bidang kehidupan meliputi 
teknologi, ekonomi, politik dan budaya yang membawa dampak negatif berupa 
peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan yang merugikan dan meresahkan 
masyarakat.Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai 
yang berlaku dalam masyarakat dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum 
merupakan pencerminan dan konkritisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat 
berlaku pada masyarakat.
1
 
      Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan 
manusia. Oleh karenanya keterdesakan kebutuhan ekonomi berakibat ada 
sebagian masyarakat kemudian menggunakan cara mudah dan praktis untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Penanggulangan terhadap bermacam 
jenis dan bentuk kejahatan yang bersifat konvensional maupun bersifat 
transnational crime dilakukan oleh aparatur profesionalis yang berkaitan dengan 
bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara proporsional sangat 
diperlukan oleh masyarakat. 
      Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman 
tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus dapat dijadikan 
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pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk 
dengan orientasi kepada masa depan (for word looking), tidak boleh dibangun 
dengan berorientasi kepada masa lampau (back word looking). Oleh karena itu, 
hukum harus dapat dijadikan dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat 
kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.
2
 
      Kejahatan di negara Indonesia semakin beragam jenis dan 
modusnya.Demikian pula kejahatan terhadap kesusilaan yakni perjudian. Kasus 
judi ataupun perjudian semakin hari semakin bertambah jumlahnya dan makin 
berkembang pula jenis dan modelnya. Pada dasarnya apapun bentuk dan jenisnya 
perjudian bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, 
serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian 
merupakan bentuk pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia. 
      Makin meningkatnya kuantitas kasus perjudian dalam kehidupan masyarakat 
berdampak pula terhadap anak yang berada dalam lingkungan masyarakat 
tersebut. Anak mudah tertarik karena dipandang dalam benaknya secara pintas 
dan praktis mudah mendapatkan uang tanpa perlu bekerja dengan keras.   
Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sulit hilang dan masih 
terus tetap ada dari waktu ke waktu. Pelakunya dari tingkat bandar, sampai kaki 
tangannya seperti tak pernah kekurangan pelaku dalam menjalankan berbagai 
macam judi di tengah masyarakat. Mulai dari jenis judi tradisional seperti thekpol, 
jit, remi, togel, cap ji kie sampai dengan judi berbasis teknologi informasi via 
SMS (Short Message Service) maupun aplikasi online perjudian di dunia maya. 
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Perilaku judi di tengah masyarakat sulit untuk diberantas karena pengedarnya 
menjadikan judi sebagai kegiatan sehari-hari atau bahkan mata pencaharian hidup. 
Judi awal kesengsaraan karena judi hanya membutuhkan sebuah kebetulan untuk 
menang, yang dalam menunggu kemenangan yang tidak pasti itu tanpa disadari 
menguras uang yang membuat tak mampu lagi membiayai kehidupan keluarga 
yang berakhir dengan kemiskinan. Falsafah Jawa Kuno mengelompokkan judi 
dalam salah satu dari 5 (lima) penyakit masyarakat yang dikenal dengan MO 
LIMO atau 5 M yaitu maling (mencuri), main (judi), madat (penyalahgunaan 
obat), mabuk (minuman keras) dan madon (sex bebas). 
3
 
      Definisi judi secara umum adalah permainan, yang setiap pemainnya bertaruh 
untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dan hanya satu pilihan saja 
yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah memberikan taruhannya 
kepada yang menang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum 
pertandingan dimulai.
4
 
      Menurut para ahli perilaku berjudi(ahli patalogi) dapat digolongkan suatu 
perilaku bersifat adiktif (ketergantungan). Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh Walker dalam Mayasari (2004) tentang masalah perjudian menjelaskan 
bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang berjudi :
5
 
1. Faktor budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat yang 
mendukung berlangsungnya aktivitas perjudian; 
2. Faktor belajar sosial, yang dapat menjadi sarana bagi penjudi 
untuk mempelajari teknik dari perjudian. Proses belajar sosial 
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adalah proses dimana seseorang dapat belajar dari tindakan 
orang lain; 
3. Faktor kepribadian yaitu faktor yang membedakan individu satu 
dengan individu lain dalam mengahadapi konsekuensi dari 
perjudian; 
4. Faktor krisis dan stres, yang mendorong seseorang untuk berjudi 
sebagai usaha menyelesaikan masalah; 
5. Faktor waktu luang, yang mana aktivitas berjudi dijadikan 
sebagai aktivitas untuk mengisi waktu luang. 
 
      Menurut agama Islam, perbuatan judi merupakan perbuatan yang haram dan 
merupakan salah satu dosa besar bagi umat Islam. Dan salah satu unsur dari 
perjudian adalah taruhan.
6
 Bagi para penganut agama Kristen, khususnya bagi 
kaum puritan, perjudian adalah barang larangan. Sebab penghasilan yang halal 
bukan hasil dari pertaruhan, akan tetapi harus merupakan jerih payah kerja dalam 
usaha membesarkan keagungan Tuhan.
7
 
      Satu diantarabagian bagian penting pembangunan nasional yakni 
pembangunan dibidang hukum yang lebih dikenal dengan istilah pembaharuan 
hukum (law reform). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian 
pembangunan nasional tersebut dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik 
hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi dan termasuk juga 
hukum formil maupun hukum materiilnya. 
      Membangun kerangka dasar hukum nasional yang harus dipahami dan 
dihayati  yakni setiap membentuk hukum dan perundang-undangan tetap selalu 
berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang mejadi pandangan hidup bangsa 
Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 serta harus disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman sejalan 
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dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena hal itu hukum harus 
mampu untuk mengikuti proses-proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa 
jugamenjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.
8
 
      Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya 
menyangkut masalah substansi saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai 
yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan : 
“Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu 
upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang 
sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural 
masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal 
dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”
9
. 
 
      Hukum pidana materiil, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda 
Nawawi bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana 
(maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai yang saling 
berkait, yaitu
10
:  
1. perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; 
2. syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk 
mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang 
melakukan perbuatan itu; dan 
3. sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang 
tersebut; 
 
      Kebijakan hukum pidana pada dasarnya mengandung kebijakan negara dalam 
mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada 
umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau 
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kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan 
bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. 
Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga 
tahapan yakni : 
a. tahap kebijakan legislatif/formulatif; 
b. tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; dan 
c. tahap kebijakan eksekutif/administratif. 
Tiga tahapan kebijakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga 
kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam 
hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang 
berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan 
yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi 
apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan 
yudikatif/aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana 
oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/administratif 
dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana atau 
kejaksaan. 
      Atas dasar tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut penanggulangan 
kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief
11
 bahwa 
kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) pada 
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hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat 
(social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). 
Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah yang 
menciptakan hukum. Hukum mengatur, mengusahakan ketertiban dan membatasi 
ruang gerak individu.
12
 
      Negara Indonesia salah satu negara yang menggunakan dua jenis sanksi 
pidana sekaligus dalam hukum pidananya yakni berupa pidana (straf) dan 
tindakan (maatregels). Kebijakan pemidanaan tersebut sangatlah bagus dalam 
rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang dibangun dalam 
paradigma pemidanaan modern. Melalui penerapan sistem dalam dua jalur 
(double track system) sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan 
keadilan bagi dua sisi yakni sisi pelaku, dan sisi korban dan atau masyarakat.
13
 
      Zaman diikuti perkembangan terus berubah, ilmu-ilmu dalam bidang 
hukumpun demikian berkembang pesat dan masyarakat makin peka terhadap nilai 
keadilan.Keberlangsungan sebuah bangsa dan negara bagian tak terpisah dari 
keberlangsungan hidup manusia. Kehidupan manusia diawali dari anak.Anak 
sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia 
di masa depan harus mendapat perlindungan hukum dan perlakuan khusus yang 
layak untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Pentingnya 
peran anak dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga 
oleh karenanya dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen menyebutkan 
negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan 
terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentinganterbaik bagi kelangsungan 
hidup umat manusia.    
      Instrumen hukum internasional yang paling utama mengatur perlindungan 
anak yaitu Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of Child) 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989 dan yang juga telah diratifikasi oleh 
Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). 
Konvensi Hak-Hak Anak memuat empat prinsip anak yangwajib menjadi dasar 
pertimbangan pada setiap penyusunan kebijakan dan program. Keempat prinsip 
dimaksud adalah : 
1. Non diskriminasi, 
2. Kepentingan terbaik bagi anak, 
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak, 
4. Penghargaan terhadap pandangan anak. 
Konvensi Hak-Hak Anak juga mengamanatkan agar negara peserta berusaha 
meningkatkan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur, kekuasaan dan 
lembaga-lembaga yang dapat diterapkan secara khusus terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum dengan mempertimbangkan reintegrasi anak dan 
pelaksanaan peranan yang konstruktif dalam masyarakat. Penangkapan, 
penahanan dan penghukuman anak juga hanya digunakan sebagai langkah terakhir 
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(ultimum remedium) dan bila perlu tanpa mengenakan tindakan hukum dengan 
lebih mengedepankan tindakan perawatan, bimbingan dan perintah pengawasan, 
pengasuhan maupun program pendidikan dan pelatihan.
14
 
      Konsekuensi atas keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Hak-Hak Anak 
yakni dengan mentransformasikan upaya-upaya perlindungan anak ke dalam 
kebijakan, strategi, tujuan dan program diantaranya dengan mengundangkan 
berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan 
penanganan anak berhadapan dengan hukum. Pemerintah Indonesia telah 
membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 
menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan 
sinkronisasi program pemerintah dalam peningkatan pemenuhan hak anak. 
Kelanjutan program tersebut telah dibentuk juga Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen yang bersama-sama dengan 
Komisi NasionalHak Asasi Manusia dan Komisi Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Pekerjaan Terburuk Anak, melakukan langkah-langkah dalam rangka menjamin, 
menghargai dan melindungi hak anak. 
      Dalam menyikapi anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia telah 
mengundangkan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut diupayakan untuk 
memberikan perlakuan dan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan 
dengan hukum. Pengaturan dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak 
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diharapkan menyesuaikan standar internasional terhadap penanganan anak 
berhadapan dengan hukum.  
Didalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 
Juvenile Justice (“The Beijing Rules”) dinyatakan bahwa :  
“The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the 
juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders 
shall always be in proportion to the circumstances of both the 
offenders and the offence”. 
 
      Setelah kurang lebih lima belas tahun penerapan Undang-Undang Pengadilan 
Anak Nomor 3 Tahun 1997, disadari bahwa pendekatan pengaturan didalam 
undang-undang tersebut masih menggunakan pendekatan yuridis formal dengan 
menonjolkan penghukuman (retributif) yang dengan paradigma penangkapan, 
penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak. Oleh karenanya sistem 
peradilan anak yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) yang mulai berlaku 2 (dua) tahun 
sejak diundangkan yang efektif berlaku bulan Juli 2014. Ada perubahan mendasar 
dalam upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
terutama digunakannya bentuk pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) 
melalui sistem diversi.  
      Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Basic Principles on The Use of 
Restorative Justice Programmes in Criminal Matters menyatakan bahwa :
15
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“Restorative Justice is an approach in which the victim/survivor 
and the offender, and, where appropriate, any other individuals or 
community members affected by a crime, participate together 
actively in the resolution of matters arising from the crime, 
generally with the help of a facilitator”.  
 
      Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana 
diantara korban, pelaku dan setiap orang atau anggota masyarakat yang terdampak 
oleh suatu tindak pidana berperan bersama secara aktif mencari penyelesaian 
masalah yang muncul terkait tindak pidana tersebut yang biasanya dibantu oleh 
seorang fasilitator. Didalam literatur lain dinyatakan bahwa restorative justice is a 
way of responding to criminal behaviour by balancing the needs of the comunity, 
the victims and the offenders.
16
 Jadi keadilan restoratif adalah cara menyikapi 
perilaku kriminal dengan menyeimbangkan kebutuhan/kepentingan masyarakat, 
korban dan pelaku. 
      Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam Pasal 1 
angka 6 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak 
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain 
yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.Lebih lanjut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menguraikan tujuan 
keadilan restoratif adalah : 
17
 
(a) Supporting victims, giving them a voice, encouraging them to 
express their needs, enabling them to participate in the 
resolution process and offering them assistance. 
                                                         
16
 UNDOC (United Nations Office on Drugs and Crime), Wina, Austria, Handbook on 
Restorative Justice Programmes (Criminal Justice Handbook Series), New York, 2006, p. 6.  
17
 Ibid, hlm.9-11 
12 
 
 
 
(b) Repairing the relationships damaged by the crime, in party 
arriving at a consensus on how best to respond to it. 
(c) Denouncing criminal behaviour as unacceptable and 
reaffirming community values. 
(d) Encouraging responsibility taking by all concerned parties, 
particularly by offenders 
(e) Identifying restorative, forward-looking outcomes. 
(f) Reducing recidivism by encouraging change in individual 
offenders and facilitating their reintegration into the community, 
and 
(g) Identifying factors that lead to crime and informing authorities 
responsible for crime reduction strategy. 
 
      Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi penyidikan oleh Kepolisian, 
penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan persidangan oleh Hakim di 
lingkungan Peradilan Umum, pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau 
pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah 
menjalani pidana atau tindakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), 
wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu pada tingkat 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri 
wajib diupayakan diversi dalam tindak pidana yang memenuhi ketentuan dan 
persyaratan.      
      Dengan demikian karakteristik utama implementasi keadilan restoratif dalam 
penanganan tindak pidana anak adalah dilakukannya diversi. UNICEF 
mengartikan diversi sebagai conditional channeling of children in conflict with the 
law away from judicial proceedings through the development and implementation 
of procedures, structures and programmes that enable many-possibly most-to be 
dealt with by non-judicial bodies, thereby avoiding the negative effects of formal 
13 
 
 
 
judicial proceedings and a criminal record.
18
Diversi dimaksudkan sebagai 
penanganan perkara pidana anak berhadapan dengan hukum dengan 
mengembangkan dan menerapkan berbagai prosedur, kelembagaan dan kegiatan 
yang sedapat mungkin tidak melibatkan lembaga yang terkait dengan proses 
peradilan untuk menjauhkan anak dari dampak negatif prosedur berperkara formal 
misalnya yaitu proses pemeriksaan pada tahap penyidikan, penuntutan dan 
persidangan dan sikap aparat penegak hukum serta kondisi ruang pemeriksaan 
yang tidak nyaman bagi anak dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi 
kondisi kejiwaan anak. Sementara dampak negatif catatan kriminal adalah 
menciptakan stigma pada anak karena pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan 
serta mengalami berbagai kesulitan ketika si anak akan mengurus keperluan 
administrasi pendaftaran sekolah, mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Diversi 
dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan berbagai cara lainnya. 
      Adanya berbagai kasus perkara pidana anak harus disadari bahwa pengaruh 
besar oleh peran lingkungan pergaulan anak terutama disebabkan oleh konteks 
kulturalnya. 
      Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih 
mendalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah 
(tesis) dengan judul : “PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA 
PERJUDIAN YANG DILAKUKAN ANAK” 
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 Unicef, Diversion and Alternatives Toolkit, 
http://www.createsolutions.org/unicef/whatdefinitionsrj.html#def, diakses tanggal Oktober 
2016. 
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B. RUMUSAN MASALAH 
      Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Mengapa perkara Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwd anak pelaku 
tindak pidana perjudian, tidak didiversi sebelum pemeriksaan perkara di 
pengadilan negeri ? 
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian perkara 
Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwd ? 
 
C. KEASLIAN PENELITIAN 
      Setelah peneliti melakukan penelusuran baik di perpustakaan maupun di 
internet, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian baik itu disertasi, tesis 
maupun skripsi, yang hampir sama tema penelitiannya dengan tema yang peneliti 
angkat dalam proposal tesis peneliti ini. Tetapi dari semua penelitian yang telah 
ada tersebut, tidak ada yang sama persis pokok bahasannya dengan tema dalam 
penelitian peneliti. Beberapa penelitian yang sudah ada adalah sebagai berikut : 
1. Tesis dengan judul “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Studi 
tentang Diversi dalam Penyelesaian Anak yang berhadapan dengan Hukum 
sesudah berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA)”, peneliti 
Putu Bisma Wijaya, Program Magister (S2) Ilmu Hukum FH UII, 2013. 
Hal yang dibahas dalam tesis ini hampir sama dengan tema proposal 
tesis peneliti yaitu sama-sama konsep diversi, namun pembahasan dalam 
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tesis tersebut adalah masih secara umum yaitu diversi dalam semua jenis 
perkara. Adapun bahasan dalam proposal tesis peneliti adalah lebih spesifik 
yaitu Konsep Diversi dalam Tindak Pidana Anak Tanpa Korban. Hal mana 
Diversi dalam tindak Pidana Tanpa Korban (perkara perjudian) dalam UU 
SPPA belum diatur dalam cara pelaksanaannya diversi tindak pidana anak 
tanpa korban tersebut. 
2. Tesis dengan judul “Kebijakan Formulasi Terhadap Konsep Diversi Dalam 
Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, peneliti : Ferawati, 
Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 
2011. 
Tesis ini dibuat pada tahun 2011, yang mana berarti dibuat sebelum 
lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisem Peradilan 
Pidana Anak. Diversi yang dibahas dalam tesis ini adalah konsep diversi 
dalam Undang-Undang sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012. Kesimpulan dalam tesis ini adalah bahwa konsep diversi relevan 
untuk diimplementasikan dalam pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak 
di Indonesia karena terdapat relevansi secara yuridis, filosofis, teoritis dan 
relevansi secara komparatif. 
Perbedaan antara tesis tersebut dengan tema yang diangkat dalam 
proposal tesis peneliti adalah bahwa dalam proposal tesis peneliti mengenai    
Konsep Diversi dalam Tindak Pidana Anak Tanpa Korban, yang untuk 
prosesDiversi dalam tindak Pidana Tanpa Korban (perkara perjudian) dalam 
UU SPPA belum diatur dalam cara pelaksanaannya diversi tersebut, bukan 
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membahas tentang konsep diversi dalam Undang-Undang sebelum lahirnya 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana yang dibahas dalam 
tesis Sdr. Ferawati. 
 
D. TUJUAN PENELITIAN 
      Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan sepertiyang telah disebutkan dalam rumusan masalah, sehingga tujuan 
penelitian ini yakni : 
1. Untuk menganalisis implementasi penanganan diversi terhadap perkara 
perjudian yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Purwodadi. 
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana 
perjudian. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk 
kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam 
pelaksanaan diversi tindak pidana perjudian anak dengan dakwaan alternatif yakni 
diancam hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun atau diancam hukuman kurang dari 7 
(tujuh) tahun. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Kegunaan Teoritis 
Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana yakni 
hal-hal yang berhubungan dengan diversi terhadap anak sebagai pelaku 
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tindak pidana perjudian dalam putusan perkara Nomor xxx/Pid.Sus-
Anak/2017/PN Pwd. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat khususnya pelaku tindak pidana anak dan bagi aparat 
penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum 
pidana khsusnya dan menambah wawasan berfikir serta sebagai 
masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana. 
b. Penulisan tesis meruapakan bagian syarat untuk memperoleh gelar 
Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. 
 
F. METODE PENELITIAN 
      Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja 
(sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya 
untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan 
termasuk keabsahannya.
19
Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses 
pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai 
tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, 
baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non 
eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.
20
 Dari pengertian diatas bahwa 
                                                         
19
 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Rajawali Pers, Jakarta, 
2003, hlm.24. 
20
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Rosda Karya, Bandung, 2005, 
hlm.5.  
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metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara 
mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. 
      Menurut Sugiyono
21
, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk 
mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan 
dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan 
untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. 
1. Pendekatan Masalah 
      Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.Merujuk pada 
tipologi penelitian menurut Soerjono Soekanto
22
 menjelaskan bahwa studi 
pendekatan terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai 
norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu 
dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang 
berdaulat. Permasalahan pokok dalam dalam penelitian ini adalah tentang 
penerapan tata cara dan tahapan proses diversi menurut Peraturan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana dalam perkara anak Nomor xxx/Pid.Sus-
Anak/2017/PN Pwd. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menggali dan 
mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti 
persoalan 
a. Pendekatan Yuridis Normatif. 
Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan penelitian hukum doktriner, 
penelitian kepustakaan atau studi dokumen, menelaah kaidah-kaidah 
                                                         
21
 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif dan R&D, 
Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.6  
22
 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.6. 
Comment [A1]: Dua pendekatan ini 
tidak dapat digabungkan. Gunakan 
saja penelitian hukum Normatif 
Comment [A2]: Koreksi, hanya 
menggunakan penelitian normatif 
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dan/atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan 
permasalahan yang akan dibahas. Maksud dari pendekatan masalah 
tersebut adalah untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan 
perundang-undangan, teori-teori serta literatur-literatur yang erat 
kaaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan normatif lebih 
menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut 
dalam hukum. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelitian 
kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat 
teoritis yang menyangkut azas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-
peraturan serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam 
penelitian.
23
 Namun ada satu hal yang pasti ialah dalam suatu penelitian 
hukum normatif adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan 
(statute approach). Dikatakan pasti karena secara logika hukum, penelitian 
hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan 
hukum yang ada. Meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat 
adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat 
diketahui karena sudah ada norma-norma hukum yang mensyaratkan 
pengaturan lebih lanjutdalam hukum positif. Norma-norma hukum tersenut 
ada yang telah memiliki kekuatan mengikat, yang telah ada dalam 
peraturan perundang-undangan, ada juga yang telah diamanatkan dalam 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
24
 
                                                         
23
 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitiaan Hukum”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2004, hlm.8.  
24
 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim,  “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, 
Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm.131. 
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2. Jenis Data 
      Berdasarkan metode pendekatan masalah dalam penelitian ini, maka data yang 
digunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau data 
yang sudah diolah. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari peraturan-
peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan 
pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana anak menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut 
Soerjono Soekanto
25
menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh 
dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan 
perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum 
lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. dalam 
Penelitian ini menitikberatkan pada data data sekunder, sedangkan data primer 
lebih bersifat penunjang.  Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari : 
a. Bahan hukum primer. 
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas 
(autoritatif).
26
yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang 
diurutkan secara hierarki yang diapakai dalam penelitian ini antara lain : 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 
Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). 
                                                         
25
 Soerjono Soekanto, op.cit., hlm.16. 
26
 H. Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.47.   
Comment [A3]: hapus 
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3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 
4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia. 
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 j.o. Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.  
9) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia. 
10) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. 
12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
13) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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14) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak. 
15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang 
Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. 
b. Bahan Hukum Sekunder. 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 
bahan hukum primer dalm hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli 
hukum, literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan 
sebagainya. 
c. Bahan Hukum Tersier.  
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 
penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri 
dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum 
(Law Dictionary), Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum, 
Website dan lain-lain.  
3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data tergantung pada jenis data yang diperlukan 
dalam penelitian ini yakni pada data sekunder maka pengumpulan datanya 
dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumenter. 
4. Metode Analisis Data 
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Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 
dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.
27
Metode analisa data 
dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif.Setelah pengumpulan dan 
pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh 
secara analisis kualitatif yakni hasil dari penelitian ini dideskripsikan dalam 
bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan 
dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai tidak 
dilaksanakannya diversi terhadap pelaku anak tindak pidana perjudian dan 
dan pemidanaan terhadap pelaku anak tindak pidana perjudian dalam 
perkara nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pwd, sehingga dapat diperoleh 
gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis 
tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu 
cara berpikir  dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan 
atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari kesimpuulan 
tersebut dapat direkomendasikan saran. 
 
G. SISTEMATIKA PENULISAN 
      Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yang pada 
masing-masing bab saling berkaitan. Adapun dalam penulisan tesis ini dengan 
sistematika sebagai berikut : 
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 H. Afifuddin dan Beni Ahmad Sarbani, “Metodologi Penelitian Kualitatif” Pustaka Setia, 
Bandung, 2012, hlm.145. 
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      Bab I Pendahuluan, dalam bab ini mengulas tentang Latar Belakang, Rumusan 
Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 
Penelitian dan Sistematika Penulisan. 
      Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab II ini akan membahas mengenai tinjauan 
pustaka yang merupakan landasan teori berisikan uraian teoritis sehingga tinjauan 
pustaka sering disebut juga kajian teoritis dan normatif. Tinjauan pustaka memuat 
uraian sistematis tentang teori dasar yang sesuai dengan fakta hukum tentang 
gambaran umum anak yang berupa kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka 
konseptual dan kerangka teoritik tentang pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri 
Purwodadi serta proses penyelesaian pemeriksaan perkara sesuai Undang-Undang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. 
      Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bab yang akan 
membahas hasil peneltiaan dari permasalahan yang dilakukan penelitian yaitu 
tidak dilaksanakannya diversi pada tingkatan Pengadilan Negeri Purwodadi 
terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum serta proses pemidanaan 
terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Perjudian di wilayah hukum Pengadilan 
Negeri Purwodadi. 
      Bab IV Penutup, dalam bab ini berisi simpulan dan saran yang merupakan 
rekomendasi dari hasil temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian.  
